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ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Seketariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Pangandaran tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Pangandaran Tahun 2021. 

 

 Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :  

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5363); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 

tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 



Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4450); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 

2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4890); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Seketariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 1153); Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku 

Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1338); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1236); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;.  

  

 

 



 Dalam Keputusan KPU Nomor Nomor 3/PW.01 Kpt/3218/KPU-Kab/I/2021 Tahun 2021  

diatur tentang: 

 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 23/PW.01 

Kpt/3218/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Pangandaran Tahun 2021., sebagai berikut; 1. Membentuk Satuan Tugas 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 

ini.; 2. Masa kerja Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021.; 3. Segala 

biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi 

Pemilihan.; 4. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Bagian 

Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021. 

 

Catatan :  - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2021. 

 - Lampiran 3 halaman. 

    

    


